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masyarakat terbuka dengan pihak kepolisian sehingga masih banyak
penjual minuman keras yang lolos dari hukum.

Kendala dalam pelaksanaan sanksi yang berasal dari faktor
lingkungan masyarakat dan faktor kebudayaan. Kurang maksimalnya
pelaksanaan sanksi terhadap penjual minuman keras tanpa izin
dikarenakan masyarakat dan lingkungannya yang kurang mendukung
dengan peraturan yang telah dibuat. Masyarakat masih enggan peduli

dengan peraturan yang ada.

BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, sebagai jawaban terhadap
masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :
1. Sanki terhadap penjual minuman keras yang tidak memiliki Surat
Izin Usaha Perdagangan yang melanggar Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan,
Pengedaran, Penjualn dan Penggunaan Minuman Beralkohol,

dilaksanakan dengan cara :
a. Penjual minuman yang tertangkap oleh pihak kepolisian barang

bukti disita dan perkara dilimpahkan ke pihak pengadilan.
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Hakim yang memeriksa perkara ini adalah hakim tunggal
pemeriksaan dengan acara cepat tindak pidana ringan.

Hakim menjatuhkan sanksi atau putusan berupa denda yang
jumlah berbeda-beda antara penjual yang satu dengan yang
lainnya.

Bagi residivis yang sudah 3 kali masuk persidangan sanksi
denda yang diberikan akan meningkat, misalkan saat ia pertama
kali ditangkap dan disidangkan denda yang diberikan Rp
500.000 kemudian tertangkap lagi denda meningkat menjadi Rp

1.000.000.

. Apabila dengan sanksi denda dirasa kurang cukup pada saat

yang bersangkutan tertangkap lagi maka akan dikenai sanksi

kurungan.

2. Adapun kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam
pelaksanaan sanksi terhadap penjual minuman keras tang tidak
memiliki Surat 1zin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut :

a. Penjualan minuman keras tanpa izin dilakukan secara tertutup

b. Kurang baiknya kerjasama antara pihak kepolisian dengan

masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disampaikan beberapa saran

sebagai berikut :
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Sebaiknya Pemerintah lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan
dengan penjualan minuman keras tanpa izin, yaitu dengan membuat
peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi lebih tegas lagi
seperti denda yang lebih tinggi dan pembongkaran tempat usaha
sehingga penjual minuman keras jera dengan perbuatannya.

Sebaiknya aparat Kepolisian bekerja sama dengan Satuan Polisi
Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan hukum agar kesulitan
dari pihak Kepolisian dapat terbantu dan penegakan hukum akan lebih
mudah serta lebih tertib.

Sebaiknya ada kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum
dengan masyarakat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap
penjual minuman Kkeras tanpa izin, sehingga bisa lebih mudah
mencegah, mengurangi atau meminimalisir keberadaan penjual

minuman keras tanpa izin.
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